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Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi
penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada
WP Pajak Bumi dan Bangunan ketetapan pajak sampai dengan tahun
2022 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Menetapkan ulang tanggal jatuh tempo menjadi tanggal 31 Desember 2023
untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan tahun
2020, tahun 2021, dan tahun 2022, yang belum dibayar sampai dengan
tanggal 30 Oktober 2022.

Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi
penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada
WP Reklame ketetapan pajak bulan September 2022 sampai dengan bulan
Desember tahun 2023 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31
Desember 2023.

Setiap WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi SPTPD sesuai
ketentuan yang berlaku.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diisi dengan jelas,
benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada
Bupati melalui Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari sejak
berakhirnya masa Pajak Daerah.

Dalam hal pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (4) tidak terpenuhi, maka dikenakan sanksi
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Cianjur.
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Agustus 2022
BUPATI CIANJUR,
ttd/cap
HERMAN SUHERMAN

Di undangka.n di Cianjur
a-tang al 9 Agustus 2022




